
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 
Tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II 
Kendari (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 12, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor ~602) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan 
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk 
tempat tinggal yang layak huni dan sehat diperlukan 
penataan pcrumahan dan permukiman untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan 
rnasyarakat di daerah; 

b. bahwa untuk rnencegah dan meningkatkan kualitas 
perumahan kumub dan permukiman kumuh diperlukan 
upaya yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk 
mewujudkan kualitas perumahan dan permukiman yang 
sehat, serasi, dan teratur; 

c. bahwa untuk rnenjamin kepastian hukum dalam rangka 
pelaksanaan tugas, kewajiban, dan kewenangan 
Pernerintah Daerah serta kewajiban masyarakat dalam 
mencegab meningkatnya perumahan kumuhdan 
permukiman kumuh.perlu adanya pengaturan rnengenai 
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumub 
dan permukiman kumuh ; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 
Terhadap Perurnahan Kumuh dan Permukirnan Kurnuh 

WALIKOTA KENDARI, 
DENGAN RABMAT 1'UHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITA$ TERHADAP PERUMAHAN 

KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI 
NOMOR 9 TUUN 2020 

PROVINSISULAWESITENGGARA 

W ALIKOTA KE ND ARI 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kot.a Kendari 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebaga.i 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memirnpin 
pela.ksanaan urusan pemerLntahan yang rnenjadi kewenangan 
Pernerintah Kota Kendari 

3. Walikota adalab Walikota Kendari 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerab Kota Kendari, yang selanjutnya 

disebut DPRD kota Kendari adalah adalah lembaga perwakilan 
rakyat daerah sebagai unsur pcnyclcnggara pernerintahan daerah. 

BAB[ 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PENCEGAHAN DAN PEN£NGKATAN KUALITAS TERHADAP 
PERU-MAHAN KUMUH DAN PERMUKJMAN KUMUH 

MEMUTUSKAN: 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI 

dan 
W ALlKOTA KENDARl 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomo-r 6349); 

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahari Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pernbentukan Prociuk Hukum Daerah [Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Menteri 
Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubaban 
Atas Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tcntang Pcmbentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). 
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5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat 
tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan 
harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 

6. Perumahan adalah kurnpulan rurnah sebagai bagian dari 
permukirnan, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi 
dengan prasarana, sarana, dan utilitas urnurn sebagai basil upaya 
pemenuhan rumah yang layak huni. 

7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas 
lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, 
sarana, utllitas umum, serta rnernpunyai penunjang kegiatan fungsi 
lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 

8. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang 
terdiri atas 1ebih dari satu satuan permu.kiman. 

9. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 
kawasan lindung, baik herupa kawasan perkotaan maupun 
perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempai tinggal atau 
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 
perikehidupan dan penghidupan. 

10. Perumahan kumuh adalah perumahan yang rnengalami penurunan 
kualitas Iungsi sebagai tempat hunian. 

11. Pennukiman kumub adalah perrnukirnan yang tidak la.yak huni 
karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan 
yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang 
tidak memenuhi syarat. 

12. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari 
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh baru. 

13. Pcningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas 
bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. 

14. Masyarakat Berpcnghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR 
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga 
perlu mendapat dukungan pernerintah untuk mempero1eh rumah. 

15. Prasarana adaJah kelengkapan dasar Iisik lingkungan hunian yang 
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang 
layak, sehat, aman, dan nyaman. 

16. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi 
untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan 
sosial, budaya, dan ekonomi. 

17. Utilitas urnurn adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan 
lingkungan hunian. 

18. Pemcliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Perumahan dan 
Perrnukiman beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum agar 
tetap laik fungsi 

19. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan 
Perbaikan dan pembangunan Sarana dan Prasarana lingkungan 
termasuk sebagian aspek tata bangunan 

20. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk Perbaikan 
dan/atau pembangunan kernbali Pcrurnahan dan Permukiman 
menjadi Perumahan dan Perrnukiman yang layak huni 

21. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan pcnataan mendasar 
secara rnenyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, clan 
Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman 

22. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat 
terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Perrnukiman Kumuh 
yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang dan/atau rawan bcncana 
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Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: 
a. rnencegah tumbub dan berkembangnya perumahan kumuh 

danpermukiman kumuh; 
b. mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah 

dibangunagar tetap terjaga kualitasnya; 
c. meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukirnan kumuh 

sehingga menjacli perumaban dan kawasan permukiman yang 
layakhuni. dalarn lingkungan yang sehat, aman, serasl, da.n teratur; dan 

d. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 
pencegahandan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh. 

Pasal 2 
Peraturan Daera.h ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pernerintah 
Daerah dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas 
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kurnuh, 

Pasal 3 

23. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 
adalah penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan pennukiman 
kumuh yang ditetapkan olch walikota, yang cli_pergunakan sebagai 
dasar dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh 

24. Lingkungan Siap Bangunan, yang selanjutnya disebut Lisiba adalah 
sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri 
sencliri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana 
lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan 
pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian 
dan pelayanan lingkungan untu.k membangun kavcling tanah matang 

25. lzin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut TMB 
adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kendari 
kepada pemilik bangunan gcdung untuk membangun baru, 
mengubah, mernperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan 
gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan 
teknis yang bcrlaku. 

26. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang 
melakukan pembangunan perumahan dan permukiman, 

27. PcrangkaL Daerah adalah unsur pernbantu kepala daerah dan Dewan 
Perwakilan RR kya r Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

28. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 
29. Sadan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga 

negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan 
pcrumahan dan kawasan permukiman. 

30. Kelompok swadaya masyarakat adalab kumpulan orang yang 
menyatukan diri secara sukarela dalarn kelompok dikarenakan 
adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan 
kebutuhan yang sarna, sehingga kelompok tersebut merniliki 
kesamaan rujuan yang ingin dicapai bersama. 

31. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan 
rnasyarakat untuk mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang 
sehat, aman, scrasi, dan teratur 
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Pasal 6 
(1) Kriteria kekumuhanditinjau daribangunan gedung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup: 
a. ketidakteraturan bangunan; 
b, tingkat kepadatan bangunan yang linggi yang tidak sesuai dengan 

ketentuan rencana tata ruang; dan/atau 
c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. 

(2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan 
permukirnan: 
a. tidak memenuhi ketenruan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata 

Ruang (RDTR), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, 
perletakan, dan tampilan bangunan pada suatuzona; dan/atau 

b. tidak memenuhi ketenruan tata bangunan dan tata kualitas 
lingkungan dalam Rencona Tata Bangunan clan Lingkungan (RTBL), 
paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, 
ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep 
orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 

(3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan 
ketentuan rencana tata ruangsebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
hu.ruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perurnahan dan 
permukiman dengan: 

Pasal 5 
(1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh rnerupakan 

kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada 
suatu perurnahan kumuh dan perrnukiman kumuh. 

(2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (I) meliputi k.riteria kekumuhan ditinjau dari: 
a. bangunan gedung; 
b. jalan lingkungan; 
c. penyediaan air minum; 
d. drainase lmgkungan; 
e. pengelolaan air limbah; 
I. pengelolaan persampahan: dan 
g. proteksi kebakaran. 
h. ruang terbuka h.ijau 

Bagian Kesatu 
Kriteria Perumahan Kurnuh dan Permukiman Kumuh 

BAB II 
KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKlMAN 

KUMUH 

Pa.sal 4 
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 
a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 
b. pencegahan terhadap turnbuh dan berkembangnya perumahan kumuh 

clan perrnukirnan kumuh baru; 
c, peningkatan kualitas terhadap perurnahan kurnuh dan permukiman 

kumuh; 
d. kerjasama, peran masyarakat dan kearifan lokal 
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(1) Kriteria kekumuhanditinjau darijalan lingkungan sebagaimana 
dirnaksud daJam Pasal 5ayat (2) huruf b mencakup: 
a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan 

perurnahan atau permukiman; dan/atau 
b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. 

(2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan 
pcrurnahan atau permukirnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau 
permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan. 

(3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagai.mana dirnaksud 
pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau selu:ruh jalan 
lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalanyang meliputi retak dan 
perubahan bentuk. 

Pasal 8 

Pasal 7 
Dalarn hal Kota Kendari belum memiliki RUTR dan/atau RTBI,, rnaka 
penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan 
merujuk pada peraturan perundangan undangan yang sudah ada berkaitan 
dengan hal itu. 

a. Koefisien Dasar Bangunan [KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, 
dan/atau RTBL;dan/atau 

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam 
RDTR, dan/atau RTBL. 

(4) Kualitas bangunan yang tidak mernenuhi syarat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c rnerupakan konclisi bangunan gedung pada 
perurnahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan 
teknis 

(5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) terdiri dari : 
a. persyaratan tata bangu:nan; dan 
b. persyaratan keandalan bangunan gedung clan kernudahan bangunan 

gedung. 
(6) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf 

a terdiri atas: 
a. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung; 
b. arsitektur bangunan gedung: 
c. pengendalian darnpak Iingkungan; 
d. rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL); dan 
e. pembangunan bangunan geclung di atas dan/atau di bawah tanah, 

air dan/atau prasarana Zsarana umurn. 
(7) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) hurufb terdiri atas: 
a. Persyaratan kcsclamatan bangunan gedung; 
b. Persyaratan kesehatan bangunan gedung; 
c. Persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan 
d. Persyaratan kemudahan bangunan gedung. 
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Pasal 11 
(1) Kriteria kekumuhan ditinjau daripengelolaan air limbah sebagaimana 

climaksud dalam Pasal 5ayat (2) huruf e mencakup: 
a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis 

yang berlaku; dan/atau 
b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi 

persyaratan teknis. 
(2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang 

berlakuscbagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf a rnerupakan kondisi 
dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau 
permu.kimao tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari 
kakus/klosct yang terhubung dengan tangki septik baik secara 
individual/domestik, komunal maupun terpusat. 

(3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi 
persyaratan tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

(2) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
bmerupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau salurao lokal 
tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dcngan saluran pada hierarki 
di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan 
menimbulkan genangan 

(3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan 
sehingga menimbulkan genangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak 
mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan 
dcngao tioggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan tcrjacli lebih 
dari 2 kali setahun. 

(4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagairnana dimaksud 
pada ayat {l) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi 
dralnase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pela.pis atau 
penutup atau telah terjadi kerusakao 

Pasal 10 

{l) Kriteria kekumuhanclitinjau daridrainase lingkungan sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 5ayat (2) huruf d rnencakup: 
a. dranaise lingkungan tidak terscdia ; 
b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan 

sehingga menimbulkan genangan; 
c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. 

Pasal 9 
[I) Kriteria kekumuhan ditinjau daripenyediaan air minum scbagaimana 

dimaksud dalam Pasal Sayat (2) huruf c rncncakup: 
a. ketidaktersediaan akses aman air min um; dan / a tau 
b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu scsuai 

standar yang berlaku, 
(2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagairnana dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf a rnerupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat 
mengakses air minum yang memiliki kualitas sesuai peraturan yang 
berlaku. 

(3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minurn setiap individu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi climana kebutuhan 
air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukirnan 
tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari. 

- 7 - 



Pasal 13 
(1) Kriteria l<ekumuhan ditinjau dariproteksi kebakaransebagairnana 

dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup ketidakcersediaan: 
a. prasarana proteksi kebakaran tida.k tersedia ; da.n/atau 
b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia, 

(2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya 
prasarana proteksi kebakaran yang meliputi: 
a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan; 
b. jalan lingkungan yang rnemudahkan masuk keluamya kendaraan 

pemadam kebakaran; 
c. sarana komunikasi untu.k pemberitah.uan terjadinya kebakaran 

kepada lnstansi pernadarn kebakaran.dan 
d. data tentang sistern proteksi kebakaran lingkungan. 

(3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b rnerupakan kondisi dirnana tidak tersedianya 
prasarana proteksi kebakaran yang mcliputi: 
a. alat pemadam api ringan (APAR); 
b. kendaraan pernadan kebakaran ; dan/atau 
c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan 

(3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi 
dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau 
permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. pewadahan clan pcmilahan domcstik; 
b. pengumpulan sampah lingkungan; 
c. pengangkutan sarnpah lingkungan; 
d. pengolahan sampah lingkungan. 

Pasal 12 
(1) Kritcria kekumuhan ditinjau daripengelolaan persampaban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal Sayat (2) huruf f mencakup: 
a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan 

persyaratan teknis; 
b. sistem pengelolaan persampahan tidak mernenuhi persyaratan 

teknis; darr/atau 
(2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan 

tcknis scbagaimana dirnaksud pada ayat (l} huruf a merupakan kondisi 
dimana prasarana. dan sarana persarnpahan pada lingkungan 
perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut: 
a. tempat sampah dengan pemilaha.n sampah pada skala domestik 

arau rumah tangga; 
b. tempat pengumpulan sarnpah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, 

recycle) pada skala lingkungan; 
c. gerobak sampah dan/atau truk sarnpah pada skala lingkungan; dan 
d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan. 

merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada 
perumahan atau permukiman dirnaria: 
a. ldoset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik;atau 
b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah seternpat atau terpusat, 
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Pasal 15 
(1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh mcrupakan 

pengelompokan perumahan kumuh dan pcrmukiman kumuh Kota 
Kendari. 

(2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, seperti 
disebutkan pada ayat (1) diatas, berdasarkan letak lokasi perumahan 
kumuh dan permukiman secara geografis, 

(3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), terdiri dari perumahan kurnuh dan 
permukiman kumuh: 
a. cli atas air; 
b. di tepi air; 
c. di dataran: 
d, di perbukitan; dan /atau 
e. cli daerah rawan bencana. 

Bagian Kedua 
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 

Pasal 14 
[l) Kriteria kekumuhan ditinjau dariruang terbuka hijau sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal Sayat (2) huruf hmencakup ketidaktersediaan: 
a. ruang terbuka public (open space) 
b. ruang terbuka non hijau 

(2) Ketidaktersediaan ruang terbuka publiksebagaimana d.imaksud pada 
ayat [1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak terseclianya prasarana 
ruang terbuka bijau disuatu wilayah kawasan administrasi permukiman 
yang tidak diisi olch tumbuhan, tanarnan dan vegetasi guna mendukung 
rnanfaat yang mcliputi: 
a. Ekologis ; 
b. sosial-budaya ;dan 
c. arsitektural 

(3) Ketidaklersediaan ruang terbuka non hijau sebagaimana d.imaksud pada 
ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya ruang 
terbuka yang meliputi ; 
a. Ruang terbuka yang d.iperkeras (paved) 
b. Ruang terbuka biru berupa permukaan sungai, maupun areal yang 

diperuntukkan sebagai genangan retensi 
(4) Dalarn hal Kota Kendari belum merniliki ukuran ketersediaan ruang 

terbuka hijau sebagai.mana dimaksud dalam ayat (1) (2) dan ayat (3) 
diatas, maka penilaian ketersediaan ruang terbuka hijau merujuk pada 
peraturan peru.ndangan-undangan yang berlaku 

(5) Ukuran penilaian ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai mane 
dimaksud ditetapkan dalam benruk peraturan Walikota 

- 9 - 



Pasal 18 
(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizman dan 

standar teknis pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayai (2) dilakukan unruk mcnjamin bahwa hasil perencanaan 
perumahan dan permukiman sesuai dengan perizinan yang diperoleh 
dan standar teknis prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan 
permukirnan 

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dirnaksud dalam pada 
ayar ( 1) dilakuka.n oleh Pemerintah Daerah dengan mengkaji hasil 
perencanaan perumahan dan perrnukiman yang disusun oleh pelaku 
pembangunan. 

(3) Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi perizinan terkait dengan lokasi dan perizinan terkait dengan 
kegiatan pembangunan fisik bangunan dan prasarana, sarana, dan 
utilitas 

Paragraf 2 
Bentuk Pengawasan dan Pengendalian 

(2) Kesesuaian terhadap perizman dan standar tcknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap 
perencanaan dan tahap pembangunan perumahan dan permukiman. 

(3) Kesesuaian tcrhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan 
permukiman berdasarkan perizinan. 

Pasal 17 
(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap: 
a. perizinan; 
b. standar teknis; dan 
c. kelaikan fungsi. 

Paragraf l 
Um um 

Bagian Kedua 
Pengawasan dan Pengendalian 

Pasal 16 
Pencegahan terhadap rurnbuh dan berkernbangnya perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh baru dilaksana.kan melalui: 
a. pengawasan dan pengendalian; 
b. pemberdayaan masyarakat. 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB ill 
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERU MAHAN 

KUMUH DAN PERMUKJMAN KUMUH BARU 
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(4) Kesesuaian terhadap standar teknis scbagaimana dimaksud pada ayat 
(I) meliputi standar teknis menurut kriteria: 
a. bangunan gedung; 
b. jalan lingkungan; 
c. penyediaan air minurn; 
d. drainase lingkungan; 
e. pengelolaan air lirnbah; 
f. pengelolaan persampahan; dan 
g. proteksi kebakaran 
h. ruang terbuka hijau 

(5) Kesesuaian terhadap standar tekriis rnenurut kriteria bangunan 
gedung sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) huruf a, rneliputi : 
a. keteraturan bangunan; 
b. tingkat kepadatan bangunan yang rendah dan sesuai dengan 

ketentuan rencana tata ruang; dan/atau 
c. kualitas bangunan yang memenuhi syarat. 

(6) Kesesu-aian terhadap standar teknis menurut kriteria jalan lingkungan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi : 
a. jaringan jalan lingkungan melayani seluruh lingkungan perumahan 

atau permukirnan; dan/ atau 
b. kualitas permukaan jalan lingkungan baik. 

(7) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria penyediaan air 
minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi: 
a. akses aman air minum tersedia; dan/ atau 
b. terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar 

yang berlaku kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak 
terpenuhi. 

(8) Kesesuaian terbadap standar teknis menurut kriteria drainase 
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huru.f d, meliputi: 
a. drainase lingkungan tersedia; 
b. drainase lingkungan mampu mcngalirkan limpasan air hujan 

sehingga rnenirnbulkan genangan; da.n/atau 
c. kualitas konstruksi drainase lingkungan baik. 

(9) Kesesuaian terhadap standar tcknis menurut kriteria pengelolaan air 
limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, meliputi: 
a. sistem pengelolaan air limbah memenuhi persyaratan teknis; 

dan/atau 
b. prasarana clan sarana pengelolaan air limbah tidak rnemenuhi 

persyaratan teknis. 
(l 0) Kesesuaian terha.dap standa.r teknis menurut kriteria pengelolaan 

persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf I, meliputi: 
a. prasarana da.n sarana persampahan memenuhi persyaratan teknis; 

dan/atau 
b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan 

teknis, 
(11} Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria pengelolaan 

persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, meliputi 
ket.ersediaan: 
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Pasal 21 
(1) Pernantauan terhadap tumbuh dan berkcmbangnya perurnahan 

kurnuh dan permukiman kurnuh baru sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 20 
Pengawasan dan pengendalian terhadap rumbuh dan berkernbangnya 
perumahan kumuh dan permukirnan kumuh bani sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal l 7, dilakukan dengan cara: 
a. pemantauan: 
b. evaluasi; dan 
c. pelaporan. 

Paragraf 3 
Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian 

Pasal 19 
(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi 

pada tahap pernanfaatan perurnahan dan permukiman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan untuk menjamin bahwa 
_perumahan dan permukiman yang dibangun laik secara fungsi dan 
siap untu.k dimanfaat.kan. 

(2) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan melaluiperneriksaan terhadap pemenuhan: 
a. persyaratan ad.ministratif; dan 
b. persyaratan teknis 

(3) Dalam hal pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dirnaksud pada 
ayat {2) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap kelaikan fungsi, maka 
dapat dilakukan perbaikan dan penertiban sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau 
b. sarana proteksi kebakaran. 

(12) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian penzman dan 
standar teknis pada tahap pernbangunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan untuk menjamin pembangunan 
pcrumahan dan permukiman scsuai dengan hasil perencanaan 
perumahan dan permukiman. 

(13) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pada 
ayat (12) dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara langsung maupun 
oleh Penyedia Jasa Pengawas dengan mengawasi proses pernbangunan 
fisik bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas yang dilakukan 
oleh pelaku pembangunan, 

(14) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan/atau kegiatan 
pembangunan dengan perizinan dan standar teknis, maka dapat 
dilakukan: 
a. perbaikan rencana; 
b. pencabutan/pembatalan izin; dan/atau 
c. penertiban. 
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PasaJ 23 
(1) Pelaporan dalam rangka pencegahan rumbuh dan berkembangnya 

perumahan kurnuh dan permukiman kumuh barusebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 huruf c rnerupakan kegiatan penyampaian 
hasil pemantauan dan evaluasi. 

(2) Pelaporan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
pcmerintah daerab melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab 
dalam urusan perumahan dan pcrmukiman dengan melibatkan peran 
masyarakat, 

(3) Pcmcrintah dacrab dapat dibantu oleh ahli yang merniliki pcngalaman 

Pasal 22 
(1) Evaluasi dalam rangka pencegahan turnbuh dan bcrkcmbangnya 

pcrumahan kurnuh clan permukiman kumuh baru sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan kegiatan penilaian 
secara terukur dan obycktif terhadap basil pemantauan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah melalui perangkat daerah dengan melibatkan peran 
masyarakat. 

(3) Pemerintah daerah dapat dibanru oleh ahli yang memiliki pengalaman 
dan pcngctahuan memadai dalam bidang perumahan dan kawasan 
permukiman. 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
menila,i kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap: 
a. Perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap 

pembangunan; 
b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan. 

(5) Per.angkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perurnahan 
dan _permukiman harus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait 
lainnya untuk mendapatkan verifikasi terhadap basil evaluasi. 

(6) Hasil evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) disertai dengan 
rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh baru. 

Pasal 20 huruf a merupakan kegiatan pengamatao yang dilakukan 
secara: 

a. langsung; dan/ atau 
b. tidak langsung. 

(2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilaksanakan oleh pernerintah daerah dengan melibarkan 
peran masyarakat. 

(3) Pemantauan secara langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilakukanrnelalui pengamatan lapangan pada Jokasi yang 
diindikasi berpotensi menjadi kumuh. 

(4) Pemantauan sccara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dilakukan berdasarkan: 
a. data dan informasi mengenai kondisi eksisting perumahan dan 

kawasan permukiman, 
b. pengaduan masya:rakat rnaupun media massa. 

(SJ Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan 
k:umuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan. 

{6) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) diikuli dengan proses validasi data hasil pengarnatan oleh 
perangkat daerab yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan 
dan permukiman. 
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Pasal 26 
(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a 

merupakan kegiatan 'untuk rueningkatkan pengetahuan, kesadaran, 
dan keterarnpilan rnasyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh 
dan berkembangnya perumahan kumuh dan perrnukiman kumuh. 

(2) Penyuluhan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
secara langsung dan/atau tidak Jangsung dengan rnenggunakan alat 
bantu dan/atau alat peraga. 

Pasal 25 
(1) Pendampingan sebagaimana climaksud dalam PasaJ 24 huruf a 

climaksudkan untuk meningkatkan kapasicas masyarakat rnelalui 
fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok 
swadaya masvarakat. 

(2) Kapasitas masyarakat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi 
kapasitas dalam hal: 
a. perencanaan perurnahan dan permukiman sesuai dengan perizinan 

dan standar teknis; dan 
b. pembangunan fisik bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas 

umum sesuai dengan perizinan dan standar teknis. 
(3) Pendarnpingan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan 

kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk: 
a. penyuluhan, 
b. pembimbingan; dan 
c. bantuan teknis. 

Paragraf2 
Pendarnpingan 

Pasal 24 
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b 
dilakukan melalui: 
a. pendarnpingan; dan 
b. pelayanan informasi. 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Ketiga 
Pemberdayaan Masyarakat 

dan pengetahuan memadai dalam bidang perumahan dan 
permukiman. 

(4) Pclaporan hasil pemantauan da.n evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan 
upaya pencegahan Lumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh 
dan permukima.n kumuh baru sesuai kebutuhan. 

(5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagairnana dimaksud pada 
ayat (I) harus clitindaklanjuti oleh semua perangkat daerah sesuai 
kewenangannya. 

(6) Laporan hasil pemantauan dan eval.uasi sebagaimana climaksud pada 
ayat (1) dapat disebarluaskankepada masyarakat. 
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Pasal 29 
Pendampingan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2!'idilaksanakan dengan 
kctentuan tata cara sebagai berikut: 
a. dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangk:at daerah yang 

bertanggungjawab dalam urusan perumahan dan perrnukiman; 
b. dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan 

berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; 
c. dilaksanakan dengan rnelibatkan ahli, akadernisi dan/atau tokoh 

masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalarnan mernadai 
dalarn hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan 
kurnuh clan permukiman kumuh; 

d. dilaksanakan dcngan menentukan lokasi perumahan dan permukiman 
yang mernbutuhkan pendampingan; 

e. dilaksanakan dengan terlebih dahulu rnempelajari pelaporan basil 
pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala 
rnaupun sesuai kebutuhan atau Insideutal; 

r. dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran 
yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pasal 28 
( l) Bantuan teknis sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c 

meliputi fasilitaei : 
a. penyusunan percncanaan; 
b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 
c. penguatan kapasitas kelembagaan; 
d. pengembangan alternatil pernbiayaan; dau/atau 
e. persiapan pelaksanaan kerja sama pihak swasta. 

(2) Bantuan tcknis scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab 
dalam urusan perurnahan clan permukiman kcpada Kclompok 
Swadaya Masyarakat. 

Pasal 27 
( l) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b 

merupakan kegiatan untuk memberi.kan petunjuk atau penjelasan 
mcngcnai cara untuk mcngcrjakan kegiatan atau larangan aktivitas 
tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkernbangnya 
perumahan kumuh dan perrnukiman kumuh, 

(2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bcrupa: 
a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat; 
b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan 
c. pembimbingan kepada dunia usaha. 

(3) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan 
clan permukiman clan berperan sebagai fasilitator. 

(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
oleh oleh tenaga penyuluh dari Perangkat Daerah yang bertanggung 
jawab dalam urusan perumahan dan pcrmukiman, 

(4) Tenaga penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
tenaga terclidik dan terlatih scsuai dengan ketentuan perundang­ 
undangan, 
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Pasal 32 
(1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh 

didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
Kata Kendari dengan melibatkan peran masyarakat. 

(2) Proses pendataan sebagairnana dirnaksud pada ayat (l) meliputi 
proses: 
a. identifikasi lokasi; dan 
b. penilaian lokasi. 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Kedua 
Penetapan Lokasi 

Pasal 31 
(1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan 
penanganan 

(2) Poningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh sebagairnana dimaksud pada ayat (I) clitindaklanjuti dengan 
pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan 
dan permukiman secara berkelanjutan. 

(::3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) clilakukan 
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan 
kurang dari 10 Ha yang menjadi kewenangan pernerlntah daerahKula 
Kendarisesuai dengan ketentuan perudang-undangan. 

(4) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh dengan luasan di atas 10 Ha menjadi kewenangan pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah provinsi. 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB IV 
PENINGJ<ATAN KUA.LlTAS TERHADAP 

PERUMAHAN h.'UMUH DAN PERMUKlMAN KUMUH 

Pasal 30 
(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b 

meliputi pemberian informasi mengenai : 
a. rencana tata ruang; 
b. penataan bangunan dan lingkungan; 
c. perizinan; dan 
d. standar teknis dalam bidang perumahan dan kawasan 

permukiman. 
(2) Pelayanan infonnasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara langsung dengan sosialisasi dan/ atau diseminasi rnaupun 
sccara tidak langsung melalui media elektronik dan/ atau media cetak, 

(3) Pelayanan informasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusa.n 
perumahan dan permukirnan dengan bekerjasama dengan Perangkal 
Daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi. 

Paragraf 3 
Pelayanan Informasi 
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Pasal 36 
(t) ldentifikasi kondisi kekumuhan sebaga.imana. dimaksud dalamPasal 32 

ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat 
kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan 
mcnemukenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sa.rana 
dan prasarana pendukungnya. 

(2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pa.da a.yat (II 
dilakukan berdasarkan kriteria perumaha.n kumuh dan perrnukiman 
kumuh. 

Pasal 35 
(l) ldentifikasi perumaha.n dan permukiman sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 ayat (2) merupakan upaya untuk menentukan batasan 
atau lingkup entitas perumahan dan pcrmukirnan dari setia.p lokasi 
dalam sua.tu wilayah Kota Kendari, 

(2) Penentuan perumahan dan permukima.n sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (I J di la kukan dengan pendeka tan fungsional melalui iden tifikasi 
deliniasi. 

Pasal 34 
(1) Prosedur pendataan identifikasi Jokasi perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 33ayat (2) 
pada dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan perrnukiman. 

(2) Prosedur pendataan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi 
sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 

(3) Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang tidak scsuai 
ketentuan rencana tata ruang, 

(4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan 
format isia..n identifikasi Jokasi dan format nurnerik lokasi perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh. 

(5) Format isian identifikasi lokasi dan format numerik 1okasi perumahan 
kurnuh dan perrnukiman kumuh tercantum dalam lampiran Peraturan 
daerah ini. 

Pasal 33 
{l) ldentifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayal (2) 

dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi 
perumahan kurnuh dan pennukiman kumuh. 

(2) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi perumahan clan 
permukiman. 

Paragraf2 
Pendataan Lokasi 

(3) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) 
huruf a, rneliputi identifikasi terhadap: 
a. kondisi kekurrruhan; 
b. legalitas tanah; dan 
c. pertirnbangan lain. 
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Pasal 38 
(1) ldentifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalamPasal 33 

ayat (3) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal 
lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas 
penanganan pcrumahan kumuh dan pennukiman kumuh. 

(2) Identiftkasi pertimba.ngan lain sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
meliputi aspek: 
a. nilai strategis Iokasi; 
b. kependudukan; dan 
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. 

(3) Nilai stratcgis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
mcrupakan pertimbangan letak lokasi perurnahan atau permukiman 
pada: 
a. fungsi strategis Kota Kendari; atau 
b. bukan fungsi strategis Kota Kendari. 

(4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf b 
rnerupakan pertirnbangan kepadatan penduduk pada lokasi 
perumahan atau permukiman dengan klasifi.kasi: 
a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 
b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 - 200 jiwa/ha; 
c. Linggi yaitu kepadatan penduduk antara 20 l - 400 jiwa/ha; 
d. sangat padat yaitu kcpadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha; 

(5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c rnerupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi 
perumahan atau permukiman bcrupa: 
a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam 

mendukung pembangunan; 
b. potensi ekonomi yairu adanya kegiatan ekonorni tertentu yang 

bcrsitat strategis bagi masyarakat seternpat; 
c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya rertenru 

yang dimiliki masyarakat setempat. 

Pasal 37 
(1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud daJamPasal 32 ayat 

(3) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status 
legalitas tanah pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan. 

(2) Jdentifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
rneliputi aspek: 
a. kejelasan status penguasaan lahan, dan 
b. kesesuaian dengan rencana tata ruang. 

[3) Status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
merupakan kejclasan tcrhadap status pcnguasaan lahan berupa: 
a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas 

tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang 
sah; atau 

h. kepemilikan pihak lain [termasuk milik ada.t/ulayat), dengan bukti 
izin pemanlaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik 
tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas 
tanah atau pernilik tanah dengan pengguna tanah. 

(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruI b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan 
dalarn rencana tata ruang, dengan bukti Surat Keterangan Rencana 
Kota Kendari (SKRK). 
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Pasal 40 
(1) Hasil penetapan lokasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 39ayat (6) 

dilengkapi dengan: 
a. tabel daftar lokasi pcrumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan 
b. pcta scbaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 

(2) Tabel daftar Iokassssebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, berisi 
data terkait riama lokasi, luas, lingkup admirristratlf, titik koordinat, 
kondisi kekumuhan, status t.anah dan prioritas penangannn untuk 
setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kurnuh yang 
ditetapkan. 

(3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berdasarkan hasil penilaian aspek pertirnbangan lain. 

(4) Pela sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dibuat dalam suatu wflayah Kota Kendari berdasarkan tabel daftar 
lokasi. 

(5) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan 
perumahan kumuh dan pcrmukiman kumuh yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah Kota Kendari, dengan rnelibatkan masyarakat serta 

Paragraf 3 
Hasil Penetapan Lokasi 

Pasal 39 
(1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf 

b dilakukan untuk menilai basil identifikasi lokasi yang telah 
dilakukan terhadap aspek: 
a. kondisi kekumuhan; 
b. legalitas tanah; dan 
c. pertimbangan Jain. 

(2) Pcnilaian Jokasi bcrdasarkan aspek koudisi kekurnuhan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi: 
a. ringan; 
b. sedang; dan 
c. berat. 

(3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek Iegalitas tanah sebagairnana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri atas l<lasifikasi: 
a. status tanah legal; dan 
b. status tanah tidak legal. 

(4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 
a. pertimbangan lain kategori rendah; 
b. pertimbangan lain kategori sedang; dan 
c. pertimbangan lain kategori tinggi. 

(5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung 
berdasarkan formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala 
prioritas penanganan. 

(6) Hasil pcnilaian lokasi harus rnendapatkan verifikasi dari Pernerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewcnangannya 
sebelum ditetapkan. 

(7) Lokasi yang telah dinilai dan divcrifikasi ditetapkan oleh Pernerintah 
Daerah Kota Kendari dengan keputusan Walikota. 

(8) Formulasi penilaian Iokasi dan forrnulasi penenruan skala prioritas 
penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut 
dalam la.mpiran perauran daerah ini. 
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Pasal 42 
(1) Pendataan ulang terhadap Iokasi perumahan kumuh dan perrnukiman 

kumuh sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 41 ayat (3} meliputi: 
a. identifikasi ulang lokasi; dan 
h. penilaian ulang lokasi. 

(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan mengacu pada keputusan Walikota. 

(3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan menginventarisasi hasil peningkatan kualitas yang clilakukan 
oleh setiap orang terhadap uilai kriteria kekumuhan pada setiap lokasi 
perurnahan kurnuh dan permukiman kumuh. 

Paragraf2 
Tata Cara Peninjauan U1ang 

Pasal 41 
(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 39ayat (3) dilakukan 

peninjauan ulang paling sedikit l {satu) ka1i dalam 5 {lima) tahun. 
(2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui proses pendataan ulang lokasi. 
(3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) clilakukan oleh 

Pemcrintah Dacrah melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab 
dalarn urusan perumahan dan permukiman, 'untuk rnengetahui 
pengurangan jumlah lokasi dan/ atau luasan perumahan kumuh dan 
perrnukirnan kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah 
dilakukan, serta pengurangan tingkat kekumuhan, 

(4) Pengurangan luasan perumahan kumuh dan permukiman kurnuh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena pengurangan 
jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 

(5) Penilaian terhadap basil peninjauan u1ang dihitung berdasarkan 
formulasi penilaian lokasi. 

(6) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan keputusan Walikota. 

(7) Format hasil peniojauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
tercantum dalam lampi.ran Peraturan daerah .ini. 

Paragraf 1 
Umum 

Bagi.an Ketiga 
Peninjauan Ulang 

Pemerintah Pusat dan Pemenruah Daerah Provinsi sesuai dengan 
kewenangannya. 

(6) Format kelengkapan pcnctapan lokasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam lampiran peraturan daerah ini. 
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(3) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. kesetaraan pcnggunaan ruang; 
b. keselamatan dan keamanan bagi semua; 
c. kemudahan a.kses tanpa hambatan; 
d. kemudahan akses informasi; 
e. kemandirian penggunaan ruang, 
f. efisiensi upaya pengguna; dan 
g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis. 

Pasal 44 
(1) Pcnyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas 

perumahan kumuh dan permukirnan kumuh sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat: 
a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 
b. rumusan permasalahan perumahan kurnuh dan permukiman 

kumuh; 
c. rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan 

kumub dan permukiman kumuh; 
d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya 

perumahan kumuh dan permukimankumuh; 
e. renca.na peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh; 
f. rumusan perencanaan penyediaaan tanah; 
g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan 
h. rumusan peran pemangku kepentingan. 

(2) Rumusa:n konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan 
kumuh dan permukirnan kumuh sebagaimana di.maksud pada ayat ( 1) 
huruf c memuat prinsip desain universal. 

Paragraf 2 
Penyusunan Rencana 

Pasal 43 
(l) Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman 

kurnuh sebagaimana dimaksud da!am Pasa! 38 ayat (5) dilakukan 
mclalui tahap: 
a. pcrsiapan; 
b. survei; 
c. penyusunan data dan fakta; 
d. analisis: 
e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas 

perumahan kumuh dan permukirnan kumuh; dan 
f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas 

perumahan kumuh dan permukirnan kumuh. 
{2) Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman 

liurnuh sebagaimana dimaksud pada ayat (I] harus melibatkan 
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya. 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Keempat 
Perencanaan Penanganan 
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Pasal 45 
(1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi 

kekumuhan dan aspek Iegalitas tanah. 
(2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan 

dengan mempertimbangkan tipologi perurnahan kurnuh dan 
perrnukiman kumuh. 

(3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pemugaran; 
b, peremajaan; dan 
c. pemukiman kembali. 

(4) Pola peoanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 
perumahan dan permukiman swadaya dilakukan oleh pemerintah 
daerah sesuai dengan keweuangannya dengan. melibatkan peran 
masyarakat. 

(5) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 
perumahan dan permukiman formal dilakukan oleh pemerintah 
daerah, dan/atau pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan 
kewenangannya. 

(6) Pernugaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan 
untuk perbaikan dan/atau -pembangunan kembali perumahan kumu.b 
dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang 
layak huni. 

(7} Peremajaan dan pemukitnan kernbali sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondiei 
rumah, perumahan, dan pcrmukiman yang le bib balk guna melindungi 
keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. 

(8) Pelaksanaan pernugaraan, pcremajaan, dan/ atau pemuki.man kembali 
dilakukan dengan memperhatikan antara lain: 
a. hak keperdataan masyarakat terdampak; 
b. kondisi ekologis lokasi; dan 
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak. 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Kclima 
Pola Penanganan 

(6i Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas sebagairnana dimaksud 
ditetapkan dalam bentuk peraturan Walikota. 

(4) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (3] 
mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat terrnasuk 
penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil. 

(5) Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 
pcnnukiman kumuh sebagairnana dimaksud pada a,yal (1) huruf e 
meliputi rencana: 
a. ja.ngka pendek untuk periode satu tahun kegiatan, dengan muatan 

rencana aksi tahunan; 
b. jangka rnenengah untuk periode satu hingga lima tahun, dengan 

muatan kcgiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi 
tahun pertama; dan 

c. jangka panjang untuk periode lebih dari lima tahun kegiatan, 
dengan muatan rencana umum jangka. panjang, arahan rencana 
prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama 
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Pasal 49 
(1) Pernugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, 

merupakan perbaikan rurnah, prasarana, sarana, dan atau/utilitas 
umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula. 

Paragraf2 
Pemugaran 

Pasai 48 
Dalam mendukung keberhasilan pola penanganan perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh, dilaksanakan penanganan non fisik yang terkair. 

Pasal 47 
Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan 
mernpertimbangkan tipologi sebagaimnna dimaksud dalam Pasal 45ayat (2) 
diatur dengan ketenruan: 
a dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan 
harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya 
rusak air serta kelestarian air; 

b. dalarn hal lokasi tcrmasuk dalam tipoiogi perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan 
harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang 
surut air serta kelestarian air dan tanah; 

c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan 
harus mernperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah 
serta kelestarian tanah; 

d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh den 
permukiman kurnuh di perbukitan, ma.ka penanganan yang dilakukan 
harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, 
jerris tanah serta kelestarian tanah; 

e. dalarn hal lokasi tennasuk: daiam tipologi perumahan kumub dan 
pcrmukiman kurnuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan 
yang dilakukan barus mernperhatikan karakteristik kebencanaan, daya 
dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah, 

Pasal 46 
Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 45 ayat (l) diatur 
dengan ketentuan: 
a. dalam ha! lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang 

dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan 
adalah perernajaan; 

b. dalam hal Iokasi memiliki k1asifikasi kckumuhan bcrat dan sedang 
dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan 
adalah pcmukiman kembali; 

c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status 
tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; 

d. dalarn hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status 
tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukirnan 
kembali. 

(9) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh 
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat. 
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Pasal 52 
(1) Pcrcrnajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 51ayat (4) huruf a meliputi: 
a. idenlifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan; 
b. penghunian sementara untuk rnasyarakat terdampak; 
c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak; 
d. pendataan masyarakat terdampak; 
c. pcnyusunan rencana pcrcmajaan; dan 

(4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rnelalui 
tahap: 
a. pra konstruksi; 
b. konstruksi; dan 
c. pasca konstruksi. 

Pasal 51 
(1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, 

dilakukan melalui pembongkaran dan penataan sccara menyeluruh 
terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum. 

(2) Peremajaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan kebutuhan dan arahan peningkatan pelayanan 
lingkungan hunian perkotaan. 

(3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat [l) harus dilakukan 
dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi 
rnasyarakar terdampak. 

Paragraf 3 
Perernajaan 

Pasal 50 
(1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagairnana dima.ksud dalam 

Pasal 49ayat (3) huruf a meliputi: 
a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran; 
b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak; 
c. pendataan masyarakat terdampak; 
d. penyusunan rencana pemugaran; dan 
e. musyawarah untuk penyepakatan .. 

(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
49ayat (3) huruf b meliputi: 
a. proses pelaksanaan konstruksi; dan 
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konsrruksi. 

(3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49ayat (3) huruf c rneliputi: 
a, pemanfaatan; dan 
b. pemeliharaan dan perbaikan. 

(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( L) dilakukan dengan 
rnemperhatikan keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak, 
serta nilai sejarah kawasan. 

(3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (L) dilakukan rnelalui 
tahap: 
a. pra konstruksi; 
b. konstruksi; dan 
c. pasca konstruksi. 
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Pasal 54 
(1) Pernukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 53ayat (2) huruf a meliputi: 
a. kajian pemanfaatan ruang dru1/ atau kajian legalitas tanah; 
b. penghunian sernentara untuk masyarakaL terdampak; 
c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak; 
d. pendataan rnasyarakat terdampak; 
e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pcmbongkaran 

pemukiman eksisting dan rcncana pelaksanaan pemukiman 
kembali; clan 

f. musyawarah dan dlskusi penyepakatan. 
(2) Peroukima.n kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 53ayat (2) huruf b meliputi: 
a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdarnpak berdasarkan hasil 

kcscpakatan; 
b. proses legalisasi laha.n. pa-da Iokasi pemukiman baru; 
c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perurnahan dan 

permukiman baru; 
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstrukei pernukiman 

kembali; 
c. proses penghunian kernbali masyarakat terdampak; dan 
f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting. 

Pasal 53 
(1) Pemukiman kembali sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 45 ayat (3) 

huruf c dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara 
menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/ atau utilitas 
umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang. 

(2) Pernukiman kembali sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan mcmperhatikan kebutuhan dan arahan peningkatan pclayanan 
lingkungan hunian perkotaan. 

(3) Pemukiman kernbali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui tahap: 
a. pra konstruksi; 
b. konstruksi; dan 
c. pasca konstruksi, 

Paragraf 4 
Pcmukiman Kembali 

f. musyawarah dan diskusi penyepakatan. 
(2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5layat {4) huruf b meliputi: 
a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdarnpak berdasarkan hasil 

kesepakatan; 
b. penghunian sernentara masyarakat terdarnpak pada lokasi Jain; 
c. proses pelaksanaan konstruksi perernajaan pada lokasi permukiman 

eksisting; 
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi perernajaan; dan 
e. proses penghunian kernbali masyarakat terdampak. 

(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5layat (4) huruf c meliputi: 
a. pernanfaatan; dan 
b. pemeliharaan dan perbaikan. 
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Pasal 57 
(1) Pernbentukan kelornpok swadaya masyarakal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 56 ayat (4) huruf a merupaksn upaya untuk 
rnengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas 
terhadap perumaban kumuh dan permukirnan kumuh. 

(2) Pembcntukan kelompok swadaya rnasyarakat sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (}) dilakukan pada tingkat kornunitas sampai pada tingkat 
Kata Kendari sebagai fasilitator pengelolaan perumahan dan 
permukiman layak huni. 

(3) Pembentukan kelouipok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disesuaikan dengan ketenruan peraturan perundang­ 
undangan. 

(4) Pernbentukan kelompok swadaya masyarakat dapat difasilitasi oleh 
Pcmerintah Daerah. 

Paragraf 2 
Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat 

Pasa156 
(1) Pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kurnuh dan 

permukiman kumuh dilakukan pengelolaan untuk rnernpertahankan 
dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara 
berkelanjutan. 

(2) Pengelolaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
masyarakat secara swadaya. 

(3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah unluk 
meningkatkan keswadayaan masyarakat dengan pengelolaan 
perumahan dan permukiman layak huni. 

(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan 
b. pemeliharaan dan perbaikan 

(5) Perneliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf b merupakan upaya menjaga kondisi perumaban dan 
permukiman yang layak huni dao berkelanjutan. 

Paragraf l 
Umum 

Bagian Keempai 
Pengelolaan 

Pasal 55 
Pcnanganan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, diidentifikasi 
sesuai kebutuhan sebagai rekornendasi bagi instansi yang berwenang 
dalam rangka peningkatan kualitas perumaban kumuh dan permukiman 
kumuh. 

Paragraf 5 
Dukungan Kegiatan Non Fisik 

(3) Pemukiman kembali pada t.ahap pasca konstruksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53ayat (2) huruf c meliputi: 
a. pemanfaatan; dan 
b. pemeliharaan dan perbaikan. 
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(1) Pembangunan rurnah, pcrumahan dan/atau permukirnan harus 
dilaku.kan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 

(2) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan 
sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan. 

(3) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas urrrum perumahan 
dan/ atau permukiman harus memenubi persyaratan: 
a. kesesuaiao antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian; 
b. keterpaduan aotara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan 

lingkungan hunian; dan 
c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas 

umum. 
(4) Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh 

setiap orang harus diserahkan kepada pemcrintab daerah sesuai 
dengan kctcntuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 59 

(1) Perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman 
'harus mcmcnuhi persyaratan teknis, administrati!, tata ruang, dan 
ckologis. 

(2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi 
persyaratan administratif, teknis, dao ekologis. 

(3) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan 
oleh sctiap orang. 

PasaJ 58 

Paragraf 3 
Perencanaan dan pembangunan 

(5) Fasilitasi sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam 
beotuk: 
a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dao kriteria; 
b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan 

konsultasi; 
c. pemberian kernudahan dan/atau bantuan; 

(6) Kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara swadaya oleb 
masyarakat. 

(7) Pembiayaan kelompok swaclaya masyarakat selain secara swadaya oleh 
masyarakat, dapat diperoleh rnelalui kontribust setiap orang. 

(8] Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara 
swadaya atau alas prakarsa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah 
Daerah. 

(9) Pcmbentukan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) tidak perlu 
dilakukan dalam hal sudah terdapat kelornpok swadaya masyarakat 
yang sejenis. 

(10) Pernbentukan kelornpok swadaya masyarakat scbagaimana dimaksud 
pada ayat (2) sesuai dengan kctcntuan peraturan perundang­ 
undangan. 
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( L) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab 
atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan 
kumuh dan kawasan permukiman kurnuh. 

(2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
termasuk penetapannya didalam rencana tata ruang wilayah 
merupakan tanggung jawab Pernerintahan Daerah. 

(3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalarn ketersediaan tanah 
sebagairnana dimaksud pada ayat il) dan ayat (2) dilakukan dengan 
mernpcrhatikan kemarnpuan daerah dan ketersediaan anggaran 
Daerahdaerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas 

?asal 62 

BABY 
PENYEDIAAN TANAH 

(1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitasumum 
sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b dilakukan 
melalui rehabilitasi atau pemugaran. 

(2) Perbaikan rumah wajib dilakukan o1eh setiap orang. 
(3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas urnum untuk perumahan 

dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. 
(4) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap prasarana, sarana, dan 
utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pernerintah Daerah 

(5) Pemerintah Dacrah sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dapat 
menunjuk atau bekerjasama dengan Badan Hukum untuk melakukan 
perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 

(6) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas umum yang belum 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah maka. perbaikan merupakan 
kewajiban penyelenggara pembangunan. 

Pasal 61 

Paragraf 5 
Perbaikan 

(1) Pemeliharaan rurnah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b dilakukan 
mc1alui perawatan dan perneriksaansecara berkala. 

(2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat(l) wajib 
dilakukan oleh setiap orang. 

(3) Perneliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umumuntuk perumahan, 
dan permukiman wajib dilakukanoleh pemerintah daerah dan/atau 
setiap orang. 

(4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian 
wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau badan hukum. 

(5) Perneliharaan prasarana untuk kawasan perrnukiman wajib dilakukan 
oleh pemerintah daerah dan/atau badan hukum 

Pasal 60 

Paragraf 4 
Pemeliharaan 
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(1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perurnahan kumuh 
dan pennukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Pasal65 

Bagian Kesatu 
Um um 

BAB Vil 
TUGAS DAN KEWAJlBAN PEMERINTAH DAERAH 

(1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kernudahan pembiayaan 
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 
pennukiman kumuh. 

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung 
jawab pemerintah daerah. 

(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (JJ dapat difasilitasi oleh 
Pernerintah dan/atau pemerintah provinsi. 

(4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: 
a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 
b. auggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 
c. surnber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, 
(5) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalarn rangka pencegahan dan 

peningkatan kualitas perurnahan kumuh dan permukiman kurnuh 
dirumuskan dalam rencana penanganan yang ditetapkan dalam 
peraturan kepala daerah. 

Pasal 64 

BABVI 
PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN 

(1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas per urnahan kumuh dan 
permu.kiman lrumuh rnerupakan salah satu pengadaan tanah untuk 
pembangunan bagi kepentingan umum. 

(2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 
permukiman lrumuh scbagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan mclalui: 
a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai 

negara; 
b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah; 
c. peralihan a tau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah; 
d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanahbarangmiliknegara 

atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang­ 
undangan; dan/ataupendayagunaan tanah ncgara bekas tanah 
terlantar. 

(3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dilaksanakan 
sesuai dengan kecentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 63 

penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan 
kumuh dan kawasari permukiman lrumuh. 
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(1) Kewajiban pemerintah daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh 
dan bcrkcmbangnya perurnahan kumuh dan permukiman k"UI11uh 
dilakukan pada tahap: 
a. pcngawasan dan pengendalian; dan 
b. pemberdayaan masyarakat. 

(2) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap pengawasan dan 
pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian 

perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman; 
b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian 

standar tcknis pada tahap pembangunan perumahan dan 
permukiman; dan 

Pasal 67 

Bagian Ketiga 
Kewajiban Pemcrintah Daerah 

(1) Dalarn mclaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap 
perumahan kumuh dan permukiman kurnuh, pemerintah daerah 
memiliki tugas: 
a. merumuskan kebijakan dan stratcgi Kota Kendari serta rencana 

pembangunan Kota. Kendari terkait pencegahan dan peningkatan 
kualitas pcrumahan kumuh dan permukirnan kumuh; 

b. melakukan survei dan pendataan skala Kola Kcndari mengenai 
Iokasi perumaban kurnuh clan permukiman kumuh; 

c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat; 
d. melakukan pembangunan kawasan perrnukirnan serta sarana dan 

prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 

e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang la.yak huni 
bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat 
berpenghasilan rendah; 

f. rnemberikan bantuan sosial dan pernberdayaan terhadap 
masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah; 

g. mclakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal 
di bidang perurnahan dan pennukiman; serta 

h, melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan 
pcningkatan kualitas perumahan kumuh clan pcrmukiman kumuh. 

(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1). dilakukan 
oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya. 

(3) Pemerintah daerah .melakukan koordinasi dau sinkronisasi program 
antar perangkat daerah. 

(4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui 
pernbentukan tim koordinasi tingkat daerah. 

Pasal 66 

Bagian Kedua 
Togas Pemerintah Daerah 

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagairoana dimaksud pada ayat (1) 
pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan 
pemerintah provinsi. 
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(1) Kewajiban pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas terhadap 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada ta.hap: 
a. penetapan lokasi; 
b. pcnanganan; dan 
c. pengelolaan. 

(2) Kewajiban pernerintah daerah pada tahap penetapan lokasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meiiputi: 
a. rnelakukan identifikasi Jokasi perurnahan kumuh dan permukiman 

kumuh melalui survei lapangan dengan rnelibatkan peran 
masyarakat; 

b. rnelakukan penilaian lokasi perumahan kurnuh dan permukiman 
kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan; 

c. mclakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukirnan 
kumuh rnelalui keputusan kepala daerah; dan 

d. rnelakukan peninjauan ulang tcrhadap ketetapan lokasi perurnahan 
kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun. 

(3) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap penanganan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. melakukan perencanaan penanganan terhadap perurnahan kumuh 

dan permukiman kurnuh; 
b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan 

penanganan terhadap perumahan kurnuh dan pcrmukiman kumuh; 
dan 

c. melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan 
pertnukiman kumuh mclalui pola pernugaran, pcremajaan, 
dan/ atau pemukiman kernbali, 

(4) Kewajiban pernerintah daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat ( 1) huruf c meliputi: 
a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun 

partisipasi dalam pengelolaan; 
b. mernberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya 

masyarakat; dan 
c. mernberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalarn upaya 

perneliharaan dun perbaikan. 

Pasa168 

c. melaksanakan penga.wasa.n da.n pengendalian terhadap kesesuaian 
kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan 
permukiman, 

(3) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap pemberdayaan masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b meliputi: 
a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk 

meningkatkan kesadaran dan partlsipasi dalam rangka pencegahan 
terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan 
perrnukiman kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan 
bantua.nteknis;dan 

b. mcmbcrikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai 
rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan 
permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan 
perumahan kumuh dan permukiman kurnuh. 
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(1) Dalam rangka mendorong setiap orang agar memanfaatkan kawasan 
permukiman, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif 
kepada badan hukum dan MER 

(2) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada badan hukum 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dapat berupa: 
a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan; 
b. pemberian kompensasi; danj'atau 
c. kemudahan perizinan. 

(3) Pemberian insentif dari pernerintah daerah kepada MBR sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: 
a. pemberian keringanan atau pembebasan pajak sesuai peraturan 

perundang-undangan; 
b. pernberian kompensasi; 
c. bantuan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan 

utilitas um um; dan/ atau 
d. kemudahan perizinan 

(4) Mekanisme pembcrian insentif dan disinsentif dari pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut 
dengan peraturan walikota. 

Pa:sal 70 

Bagian Kelima 
Pemberian lnsentif 

(1) Pernerintah daerab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, 
melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi. 

(2) Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. rnelakukan sinkronisasi kebijakan dan stratcgi Kota Kendari daJam 

pencegahan dan pcningkatan kualitas terhadap perurnahan kumuh 
dan permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan 
nasional; 

b. mela.kukan penyampaian hasil penetapan Iokasi perurnahan kumuh 
dan permukiman kumuh kepada pernerintah provinsi dan 
Pemerintah; 

c. rnelakukan sinkron.isasi rencana penanganan terhadap perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh di Kota Kendari dengan rencana 
pembangunan provinsi clan nasional; dan 

cl. memberikan perrnohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam 
bentuk pembinaan, perencanaan dan pernbangunan terkait 
pencegahan clan peningka.tan kualitas terhadap perurnahan kumuh 
dan pennuk.i.man kumuh. 

Pasal 69 

Bagian Keempat 
Pola Koordinasi 
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Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pcngendalian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 72 meliputi: 
a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, 

perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut 
membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian 
kescsuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan 
permukiman di lingkungannya; 

b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, 
pcrurnahan clan permukirnan pada tahap pembangunan serta turut 
mernbantu pernerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian 
kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan 
dan pcrmukiman di lingkungannya; dan 

c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, 
perumahan dan perrnukiman pada tahap pemanfaatan serta rurut 
mcmbantu pernerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian 

Paragraf 1 
Peran Masyarakat Dalam Pcncegahan 

Pasal 72 
Peran masyarakat dalam pencegahan Lerhadap tumbuh dan 
berkembangnya perumahan kumuh dan permukirnan kumuh dilakukan 
pada tahap pcngawasan dan pengendalian. 

Pasal 73 

Bagian Kedua 
Peran Masyarakat 

(3) Kcrja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui 
peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan 
kualitas terhadap perurnahan kumuh dan permukiman kumuh. 

(2) Kerja sama antara pemerintah daerah dcngan pemerintah pusat, pihak 
swasta, organisasi kemasyarakatan dan/atau Iembaga nonpemerintah 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan 
melaluiperencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial 
perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas 
kualitas terhadap perumahan kumuh dan permuk.iman kumuh 

(1) Dalam upaya pencegaban dan peningkatan kualitas terhadap 
perumahan kumuh dan pcrmukiman kurnuh dapat dilakukan kerja 
sama antara Pemerintah Daerah dengan: 
a. pemerintah pusat; 
b. pihak swasta; 
c. organisasi kernasyarakatan; atau 
d. lembaga nonpemerintah lainnya. 

Pasal 71 

Bagian Kesatu 
Kerja Sama 

BAB VT!l 
KERJA SAMA, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARJFAN LOKAL 
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(l} Pera.n masyarakat pada tahap penanganan pcrumahan kurnuh dan 
permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalarn sebagaimana 
dimaksud dalaui Pasal 74 huruf c, dilakukan dalam proses 
pemugaran, perernajaan; dan/atau permukiman kernbali; 

(2) Da1am proses pemugaran, peremajaan dan/atau permukiman kembali 
sebagaimana dimaksud padaayat {1) huruf a, rnasyarakat dapat: 

Pasal 76 

(1) Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi perurnahan kumuh 
dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7'1 huruf 
a, masyarakat dapat: 
a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan 

perrnukirnan kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau 
mernberikan data dan inforrnasi yang dibutuhkan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; dan / atau 

b. membcrikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi pcrumahan 
kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan 
berupa dokumen atau data dan infonnasi terkait yang telah 
diberikan saat proses pendataan. 

(2) Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan perumahan 
kurnuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
74 huruf b, rnasyarakat dapat: 
a. berpartisipasi a.ktif dalam pernbahasan yang dila.ksanakan pada 

tahapan perencanaan penanganan perumahan kurnuh dan 
permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintab daerah: 

b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang 
berwenang dalam penyusuna.n rencana penanganan perurnahan 
kumuh <Ian perrnukiman kumuh; 

c. mernberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait 
sesuai dengan kewenangannya; dan/atau 

d. menyampaikan pendapat. dan pertimbangan terhadap hasil 
penetapan rencana penanganan perumahan kurnuh dan 
permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa 
dokurnen atau data dan inforrnasi terkait yang telah diajukan dalam 
proses penyusunan rencana, 

Pasal 75 

Peran rnasyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh 
dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap: 
a. pcnctapan lokasi perurnahan kumuh dan permukiman kumuh; 
b. perencanaan penanganan perumahan kurnuh dan permukiman kumuh; 
c. penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan 
d. pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualiLas perumahan 

dan Permukirnan secara berkelanjutan, 

Pasal 74 

Paragraf 2 
Peran Masyarakat Dalam Peningkalan Kualiias 

kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan 
dan permukiman di lingkungannya. 
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(1) Peningkatan kualitas perumahan kumub dan perrnukiman kumuh di 
daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokalyang 
berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(2) Penentuan kearifan lokal dalam peningkatan kualitas perumahan 
kumuh dan permukiman kurnuh disesuaikan dengan karakteristik 
geografis wilayah Kota Kendari yang meliputi wilayah daratan dan 
wilayah pesisir. 

(3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai pcrtirnbangan keacifan lokal dalam 
peningkatan kualitas perumahan .kumuh dan pcrmukiman kumub di 
daerah dapat diatur Iebih lanjut dalam peraturan Walikota. 

Pasal 78 

Bagian Kel.iga 
Kearifan Lokal 

Peran masyarakat pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam. 
Pasal 74 huruf d dapat meliputi: 
a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam 

perneliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perurnahan kumuh dan 
permukiman kumuh yang telah tertangani; 

b. berpartisipasi aktif secara swadaya clan/ata:u dalam kelompok swadaya 
masyarakat pada upaya pcmeliharaan dan pcrbaikan baik berupa dana, 
tenaga maupun material; 

c. rnenjaga ketertiban dalam perneliharaan dan perbaikan rumah serta 
prasarana.sarana, dan utilitas umum di perurnahan dan permukiman; 

cl. mcnccgah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses 
pelaksanaan pemeliharaan clan perbaikan; dan/atau 

e. melaporkan perbuatan sebagarrnana dimaksud pada huruf d, kepada 
instansi berwenang agar proses pemelibaraan dan perbai.kan dapat 
berjalan lancar. 

Pasal 77 

a. berpartisipasi a.ktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada 
masyarakat yang terdampak; 

b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan 
rencana pernugaran dan peremajaan; 

c. berpartisipasi dalarn pelaksanaan pernugaran dan peremajaan, baik 
berupa dana, tenaga maupun material; 

d. mernbantu pemerintah daerah dalarn upaya penyediaan lahan yang 
berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap 
rurnah, prasarana, sarana, dan/ atau utilitas umum; 

e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pernugaran dan 
pcrcmajaan; 

f. mencegah perbuatan yang dapat mcnghambat atau menghalangi 
proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau 

g. rnelaporkan perbuatan sebagaimana dirnaksud pada huruf f, kepada 
instansi berwenang agar proses pemugaran clan peremajaa.n dapat, 
berjalan lancar. 
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(1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pernerintah Daerah diberi kewenangan 
khusus untuk rnelakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalarn Peraruran Daerah ini. 

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para. pejabat PPNS 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 

Pasal 81 

BABX 
KETENTU.i\N PENYIDll{AN 

(3) Tata cara penerapan Sanksi administratif sebagairnana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. penghentian sementara kegiatan; 
d. penguasaan sementara oleh pemerintah daerah (segel); 
e. penghentian tetap kegiatan; 
f. pencabutan izin semenrara izin; 
g. pencabutan tetap izin; 

(1) Setiap orang atau badan hukum yang mclanggar ketentuan Pasal 58 
ayat [I], ayat (2), Pasal 59 ayat ( 1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 60 
ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayal (5) dan Pasal 61 ayat (2) dikenai sanksi 
administratif. 

Pasal 80 

BABX 
SANKS! ADMINISTRATIF 

Setiap orang dan badan hukum dilarang: 
a. menyelenggarakan pembangunan perurnahan, yang tidak membangun 

perumahan scsuai dengan. kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, 
sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan. 

b. membangun perumahan dan/ atau perrnukiman di luar kawasan yang 
khusus diperuntukkan bagi pcrumahan dan permukiman, 

c. membangun perumahan, dan/atau perrnukiman di tempat yang 
berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang. 

d. mengeluarkan izm pernbangunan rumah, perumahan, darr/atau 
permukimsn yang tidak sesuai dengan fungsi dan pernanfaatan ruang. 

e. menolak atau rnenghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali rumah, 
perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan Pernerintah 
Daerah setelah tcrjadi kesepakatan dengan masyarakat setempal 

Pasal 79 

BAB IX 
LARA NGAN 
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(l) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 79 
diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (cnam) bulan atau 
pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah. 
(4) Dalarn hal tindak pidana di bidang pencegahan dan peningkaten 

kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh diancam dcngan 
hukuman pidana yang lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan ancaman pidana sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 82 

BAB XI 
KETENTUAN PIDANA 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 
tindak pidana; 

b. melakukan tinda.ka.n pertama pada saat itu ditcmpat kcjadian dan 
melakukan pemeriksaan; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa Landa pengenal 
diri tersangka; 

d. melakukan penyitaan benda at.au surat; 
e. rnengarnbil sidik jari. dan memotret orang lain/ seseorang; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

a.tau saksi; 
g. mcndatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan perneriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidika.n setelah mendapat petunjuk 

bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan 
merupakan tindak pidana dan selanjutnya mernberitahukan hal 
tersebut kepada penuntut urnurn, tersangka atau keluarganya; 

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan 
penangkapan dan/alau penahanan. 

(4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan rentang: 
a. pemeriksaan tersangka; 
b. pemasukan rumah; 
c. penyitaan benda; 
d. perneriksaan surat; 
e , pemeriksaan saksi; 

[. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada 
Pengadilan Negeri dengan ternbusan kepada Penyidik Polisi Negara 
Republik Indonesia. 

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimu1ainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya pada 
penuntut umum rnelalui Penyidik Pejabat Palisi Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang­ 
Undang llukum Acara Pidana. 
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NOREG PERATURAN DAERAH KOTA K.ENDARI PROVINSI SULAWESI 

TENGGARA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 

TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH : 

(9/104/2020) 

., 
I\RyQ\~hlu.u\. 

- x~R__4.r2. ., . Hf. lr"Ml)VA UMAR 
/ 

UEMBJ\RAN DAERAH KOTA KENDARI TAHON 2020 NOMOR 9 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal Ii - t O - 2020 

$ltRET-ARIS DAERAH KOTA KENDARI -· 

. 11 4 

Agar seriap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah 'ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 
Kendari, 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasa\84 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, maka semua ketentuan 
dan/ atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau 
diterbitkan sebelum Peraturan Daerah irii ditctapkan, dinyatakan tetap 
berlaku sepanjang tidak bertcntangan dengan Peraturan Daerah ini. 

Pasal 83 

BAB XU 
KETENTUAN PERAUHAN 
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